
 

 

BUPATI  BARITO  KUALA 

PROVINSI  KALIMANTAN  SELATAN 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA 

NOMOR  1  TAHUN 2018 
 

TENTANG 

 
PENCABUTAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN PADA PERATURAN DAERAH 
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
BUPATI BARITO KUALA,  

 

Menimbang  :  a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 
2009 tentang Pedoman penetapan Izin Gangguan Di 

Daerah maka beberapa ketentuan dalam Peraturan 
Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2011 

tentang Retribusi Perizinan Tertentu,  dicabut karena 
pungutan retribusi izin gangguan menghambat iklim 
investasi daerah; 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Pencabutan Retribusi Izin Gangguan Pada 
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Perizinan Tertentu. 
 

Mengingat     : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820); 
 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 
 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

 
 



 

 

 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 

Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
  

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199); 
 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036); 
 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA 
 

dan 

 
BUPATI BARITO KUALA 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan        :  PERATURAN DAERAH  TENTANG PENCABUTAN 
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN PADA PERATURAN DAERAH 

NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI 
PERIZINAN TERTENTU.  

 

Pasal I 
 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : 

Pasal 1 angka 18, pasal pasal 5 huruf b, pasal, pasal 11, pasal 12, pasal 13, 
pasal 14 dan pasal 15, pasal  28 ayat (2) dan lampiran II pada Peraturan 

Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perizinan 
Tertentu serta Peraturan Pelaksanaan lainnya dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku lagi. 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito 
Kuala.                                                          

 
Ditetapkan  di Marabahan 
pada tanggal  11 Januari  2018     

    
 BUPATI BARITO KUALA, 

 

          ttd 
 

                                                                     Hj. NOORMILIYANI AS 
 
 

Diundangkan di Marabahan 
pada  tanggal  11 Januari  2018    
                    

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA, 
 

 
     ttd 
 

 
                       SUPRIYONO 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2018 NOMOR .... 
 

NOMOR REGISTRASI  PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA, 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ( 1 /2018). 
 


